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ABSTRAK

Perusahaan jasa perjalanan (travel agency) merupakan perusahaan yang
kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan
berbagai jenis paket-paket perjalanan wisata dengam.tujuan ke dalam negeri
(domestic) maupun ke luar negeri (international) termasuk perjalanan ibadah
seperti umrah dan haji..Pada zaman serkarang sudah banyak-pengusaha yang
berinisiatif membuka usaha travel agency untuk perjalanan umroh, dan masih
banyak juga yang tidak memiliki izin tentunya lebih besar terjadinya penipuan
terhadap konsumen. Jadi _pemerintah & lebih. mempriritaskan = perlindungan
konsumen agar tidak terjadi-kerugian pada konsumen; hal ini termaktub ke dalam
UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka
penulis masalah pokok sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan
Penerbitan Izin-Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota
Pekanbaru, Serta Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode
penelitian observational research yaitu dengan cara survey, yang mana penulis
langsung ke lokasi penelitian-untuk mempereleh data yang diperlukan dengan
menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini
memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Adapun hasil dari penrelitian ini adalah Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha
Penyelenggaraan Perjalanan ‘Ibadah jUmrah 'Di” Kota Pekanbaru Tahun 2018
sepenuhnya menjadi wewenang dari Kementrian Agama Kantor Wilayag Kota
Pekanbaru, hal ini sesuali dengan amanat yang telah ditetapkan pada Peraturan
Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah dan Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan
Usaha Penyelenggara . Perjalanan Ibadah Umrah. (PPIU) adalah dengan
meningkatkan persyaratan dan prases verifikasi terhadap calon usaha yang akan
bergerak dibidang Biro Penyelenggara Perjalanan thadah Umrah (PPIU).
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ABSTRACT

Travel service company is a company whose business activities are to
plan, organize and serve the sale of various types of travel packages with the
purpose of going to the country (domestic) and abroad (international) including
worship trips such as«Umrah and Hajj. In the current.era, many entrepreneurs
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa perjalanan (travel agency) merupakan perusahaan yang
kegiatan usahanya merencanakan, menyelenggarakan dan melayani penjualan
berbagai jenis paket-paket- perjalanan wisata dengan tujuan ke dalam negeri
(domestic) maupun ke luar negeri (international) atas inisiatif sendiri dan
tanggung jawab sendiri dengan tujuan mengambil keuntungan dari
penyelenggaraan perjalanan tersebut. Dalam merencanakan kegiatan perjalanan
wisatanya, perusahaan jasa perjalanan (travel agency) mengadakan berbagai
macam bentuk paket wisata. Paket wisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan
wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa
perjalanan tertentu Paketpaket wisata tersebut' meliputi pengurusan jasa angkutan
perorangan atau kelompok, pemesanan akomodasi, restaurant dan sarana wisata
lainnya, mengurus dokumen perjalanan, seperti tiket, paspor, visa atau dokumen
lain yang diperlukan serta menyediakan pemandu wisata (tour guide) untuk
mempermudah konsumen melakukan perjalanan wisatanya. (Wahab, 2003:10)

Perusahaan jasa perjalanan (tarvel agency) menawarkan barang dan/atau
jasa kepada konsumen dengan menggunakan internet, media massa cetak (koran),
dan brosur, dengan tujuan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa tersebut.
Promosi merupakan kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu
barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang

dan/atau jasa yang akan diperdagangkan. (Www.Gamatechnoblog.com)



Perusahaan jasa perjalanan (travel agency) melakukan penawaran
menggunakan media internet dengan cara membuat website, dimana website
tersebut berisikan profil dari perusahaan jasa perjalanan (travel agency), produk
atau paket-paket-perjalanan yang ditawarkan, layanan kontak online untuk tanya
jawab ‘bagi konsumen yang ingin menanyakan mengenai perusahaan jasa
perjalanan (travel agency). Biasanya pemilik-agen, legency memberikan promosi
untuk menarik minat dari calon konsumennya. Promosi yang dilakukan melalui
internet, media massa cetak, dan brosur dimaksud untuk meyakinkan konsumen
terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa perjalanan
(travel agency). (Www.Gamatechnoblog.com)

Demi melindungi konsumen dari__bentuk .promosi yang berlebihan,
Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Perundang-undangan mengenai
Perlindungan Konsumen sejaktahum, 1999; yaitu.-Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini memberikan kewajiban-kewajiban
kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan
untuk mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab yang tidak
hanya mementingkan haknya saja akan tetapi harus memenuhi kewajibannya,
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. kewajiban-kewajiban
tersebut berlaku juga bagi perusahaan jasa perjalanan (travel agency) dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Adapun kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa
perjalanan secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 Huruf b dan d yang dimuat di
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa item yang menentukan adalah:



1. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

2. Menjamin. mutu barang dan/ataus jasa yang.diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
Jjasa yang berlaku. (Sumber : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen)

Realitanya, meskipun sudah ada ketentuan yang diatur dalam UU
Perlindungan Konsumen. Isi dari pada promosi kadang kala tidak sesuai dengan
yang ditawarkan, sehingga menimbulkan kerugian di pithak konsumen. Adapun
contoh contoh-kerugian yang sering dialami konsumen, yaitu fasilitas dan
akomodasi yang tidak sesuai sebagaimana yang ditawarkan pihak penyedia jasa,
pemandu wisata (tour guide) yang kurang kompeten dan mengecewakan, serta
keterlambatan alat transportasi yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan
wisata baik keberangkatan ataupun kepulangan.

Masyarakat Indonesia merupakan mayoritas. muslim dan menjadi negara
berpenduduk agama Islam terbesar di. dunia; maka sebagai masyarakat muslim
wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun islam yang
terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji. Haji dan umrah merupakan
salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban
ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka
apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila
melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna haji bagi umat Islam

merupakan respon terhadap panggilan Allah swt, Haji dan umrah hanya



diwajibkan sekali seumur hidup, ini berarti jika seseorang telah melaksanakannya
yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Untuk yang kedua, ketiga dan
seterusnya hanyalah sunnah.

Regulasi penyelenggaraan umrah di_Indenesia merupakan satu rangkaian
peraturan-yang mengikat antara setiap item yang terkait dalam penyelenggaraan,
mulai dari pemberangkatan hingga-pemulangan jemaah. Keterkaitan itu dimulai
dari jemaah, travel penyelenggara, pemerintah sebagai/pengawas, dan organisasi
yang berkaitan dengan umrah. Penyelenggaraan dimulai dari penyetoran berkas
jemaah, manasik umrah, pendampingan, serta pengantaran jemaah pergi hingga
kembali ke tanah air. Keseluruhan ini dapat di kategorikan ke dalam sistem
umrah. Sistem yang semestinya akan memberikan keteraturan dalam
penyelenggaraan untuk sampai ke.tujuan.umrah yang diinginkan. Akan tetapi
ternyata masih banyak kendala dalam penerapannya di lapangan.

Tingginya minat masyarakatiindonesia-untuk melaksanakan ibadah umrah
adalah akibat dari daftar tunggu haji yang semakin lama. Di sisi lain, persaingan
umrah pada biro umrah juga semakin meningkat. Semakin hari semakin banyak
penyelenggara umrah bermunculan. Tanpa kontrol yang jelas dari pemerintah dan
tanpa regulasi yang mengikat, pasti terjadi kekacauan dan persaingan buruk.
Harga umrah yang dibandrol murah, penelantaran jemaah, ketidakpastian
keberangkatan, ketidaksesuaian paket dengan apa yang terjadi dilapangan,
kesalahan-kesalahan penerapan ibadah di Arab Saudi, dan lain sebagainya.

(Perjalananumroh.com)

Terjadinya permasalahan-permasalahan di atas bisa jadi adalah sebuah

dampak dari kesalahan sistemik atau efek dari wrong management and control



hingga mengorbankan masyarakat Indonesia. Permasalahan yang penulis angkat
dalam penelitian adalah terkait dengan izin tempat usaha perjalanan wisata yang
ada di Kota Pekanbaru, dimana berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari
hasil Pra-observasi di-Dinas Pariwisata, trave.agency yang memiliki legalitas sah
di kotaPekanbaru untuk memberangkatkan paket wisata Umroh hanyalah
berjumlah sebanyak 50 trave agency; tetapi dari total keseluruhan agency-agency
tersebut, yang memiliki kantor pusat di Kota Pekanbaru hanyalah sebanyak 14
trave agency saja, sisanya memiliki kantor yang ada di Kota Jakarta. Untuk
mengetahui jumlah trave agency yang ada di Kota Pekanbaru, maka penulis akan
menyajikannya di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Travel Agency Resmi Dan Berkantor Pusat Di Kota Pekanbaru

No | Travel Agency Di Pekanbaru Alamat

Jl:-Mangga No.41 B, Kp Tengah, Kec.
Sukajadi (28126)

JI.Kartini No.1 Sumahilang, Kota
Pekanbaru (28111)

JI. Jendral Sudirman No.18 B
Telf : 0761-7049-190

JI.Arifin Ahmad & Jl.Kaharudin No.77
Kec.Marpoyan Damai.

JI.Gatot Subroto No.34A

Telf : 7079720, 21, 22

JI. Jend.Sudirman No.18 B-C Tangkerang
Tengah, Pekanbaru

JI.Arifin Ahmad, Pekanbaru
Telf: 0761-5896-66

JI.Garuda No.67 Kel.Labuh Baru Timur,
Kota Pekanbaru

JI.Hangtuah No.172 B, Kota Pekanbaru
(info@wisatahati.co.id)

JI.Melur, Kel. Padang Bulan, Kota
Pekanbaru.

1 | PT. Shirotol Jannah

2 | PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour

3 | PT. Musyafir Tour & Travel

4 | PT. Silver Slik Tour

5 | PT. Aras Hijrah Wisata

6 | PT. Musafir Tour

7 | PT. PDA Tiga Maya

8 | PT. Krakatau Citra Indonesia

9 | PT. Riau Wisata Hati

10 | PT. Azizah Anuggrah Wisata



http://wisatahati.co.id/media.php?module=home

No | Travel Agency Di Pekanbaru Alamat

JI.LKH. Wahid Hasyim No.33 E
Kel.Sumahilang, Pekanbaru

JI.Kaharudin‘Nasution, Simpang Tiga,
Kota Pekanbaru.

JILArifin Ahmad, Blok A-1V
Kel.Sidomulyo Timur, Kota Pekabaru.

Per.Bukit Raya, Harapan Raya, JI.Gunung
Papandayan, Gg. Jati I

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, Tahun.2018

11 | PT. Maharatu Perdana Mandiri

12 | PT. Hamka Giant Tour & Travel

13 | PT. Arrisalah Bina Insani Tour

14 | PT. Cahaya Hati Wisata Religi

Berdasarkan penyajian data pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat nama-nama
travel agency- DI Pekanbaru berserta dengan alamatnya, dimana jumlah
keseluruhan travel agency yang memiliki 1zin resmi Pemerintah Kota Pekanbaru
untuk menjalankan atau melaksanakan perjalanan Wisata, Umroh, ataupun haji
adalah sebanyak 14 travel agency. (Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru)

Dalam pembahasan penelitian yang penulis lakukan, penulis ingin
membahas tentang travel agency Di Pekanbaru yang belum memiliki izin secara
penuh, dan permasalahan-permasalahan di dalam nya yang berdampak kepada
situasi  konsumen yang menggunakan jasa travel agency tersebut, dimana
beberapa permasalahan yang muncul adalah seperti, terlantarnya calon Jemaah
Umroh, Tidak adanya kepastian keberangkatan jemaah umroh, dan permasalahan
lainnya yang berkaitan dengan jasa travel agency Di Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017
Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
menyatakan bahwa untuk urusan penerbitan izin perjalanan wisata memberikan
wewenang kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru.
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Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber di media
sosial, berita internet, surat kabar, dan pemberitaan lainnya yang beredar di Kota

Pekanbaru, penulis menemukan beberapa nama-nama travel agency yang

memanfaat mberi hg ada, maka.penulis yatkan 4 nama
perusahaan 3 1 Pe 2 ena yang ada di

masyarakat, Kerr ih 1 banyak-ager ) perjalanan yang

kepentingan dan hak seseorang prehensif, disamping itu, hukum
memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga
dapat dilaksanakan secara permanen, berbeda dengan perlindungan melalui
institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang
bersifat temporer atau sementara.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus

dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam



kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman
modern saat ini, perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di
Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

Hukum Perlindungan Konsumen..secara umum  bertujuan memberikan
perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang
hukum publik. Kedudukan Hukum ‘Perlindungan: Konsumen berada dalam kajian
Hukum Ekonomi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan
konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan hukum kepada konsumen” kalimat yang menyatakan
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai
benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku
usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. (UU Perlindungan
Konsumen N0.8 Tahun 1999)

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan
perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk
memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena
penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai
hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam
rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. dengan demikian, hukum
perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara
mempertahankan hak dan kewajiban itu. (Sidabolok, 2010:45)

Pada dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan

konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak



konsumen), bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur didalam hukum
serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang
menjadi materi pembahasannya, dengan demikian, hukum perlindungan
konsumen atau hukum kensumen_dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan
hukum yang mengatur hakhak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen
yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi-kebutuhannya.

Kata keseluruhan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya
termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya, jadi termasuk didalamnya,
baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi.negara maupun hukum
internasional, -sedangkan cukupannya adalah ”hak dan kewajiban serta cara-cara
pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya”, yaitu bagi
konsumen mulai dari usaha untuk- mendapatkan kebutuhannya dari produsen,
meliputi : informasi, memilih harga, sampai pada akibat-akibat yang timbul
karena penggunaan kebutuhan fituy misalnya“untuk mendapatkan penggantian
kerugian. Sedangkan bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan
produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari
pemakaian produk itu.(Miru & Yodo, 2010:2)

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala
upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai
wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen
tidak lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin
terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Untuk mendirikan sebuah usaha yang berkaitan dengan Biro Perjalanan
Wisata baik Lokal maupun Global seperti perjanan umroh, maka persyaratan yang

tentunya harus di lalui adalah sebagai berikut:



Persyaratan dokumen yang diperlukan:

Foto copy KTP Penanggung Jawab

Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab
Foto copy Akta Notaris Perusahaan.

Foto copy SK Kehakiman

Foto copy NPWP

Referensi Bank.

Struktur Organisasi Perusahaan.

Bukti Setor Modal pada Rekening Perusahaan.
Akta Jual Beli/Akia.Rerjanjian-Sewa Kantor yang disahkan Notaris.
10. Denah Ruang:dan-Denah Lokasi Kantor,

11. lzin Tempat-Usaha dari Pemda.

12. Keterangan Domisili.

13. IMB atau IPB Bangunan Kantor.

14. Daftar Riwayat Hidup Seluruh Karyawan

15. Proyek Proposal/Hasil Study Kelayakan.

16. UUG (Undang-Undang Gangguan).

17. Lokasi Diharuskan di Daerah Perkantoran.

OLORN O U1 A~ W N

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sajikan pada pembahasan di
atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menangkat judul
yaitu “Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggara-Perjalanan Ibadah
Umrah Di Kota Pekanbaru Tahun 2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan “latar belakang yang telah di sajikan di atas, maka penulis
dapat mengambil permasalahan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini,
dimana permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru ?

2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui
Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam
pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru?

10



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

3. Apa faktor penghambat yang dialami oleh pihak Kementrian Agama
Kantor Wilayah Kota Pekanbaru dalam proses pemberian izin

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru?

entrian Agama

pemberian izin

penelitian ini juga diharapkan an manfaat. Adapun manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam penelitian
tentang kebijakan pemerintah terhadap penerbitan izin usaha
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru,

serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Iimu

Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada

11
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khususnya. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di

samping literatur-literatur yang sudah ada tentang kebijakan

khususnya mengenai penerbitan izin usaha Penyelenggara Perjalanan

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan
dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia .

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,

perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam

12



kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang
dsb); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat
diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb)
atau persetujuan membolehkan. (Pusat Bahasa.Depdikbud. 2001; 447)

Syafrudin (dalam Prajudi Atmosudirjo, 1983;94) Menyatakan bahwa izin
(vergunning) adalah penetapan. yang merupakan dispensasi pada suatu larangan
oleh undang-undang. Pada umumnya pasal unadng-undang yang bersangkutan
berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut
diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang pelu dipenuhi
oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi® dari larangan, disertai dengan
penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat
administrasi negara yang bersangkutan.

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat
konstitutif dan yang digunakan oleh  pemerintah untuk menghadapi atau
mentapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan
dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. Pembuatan dan
penerbitan ketetapan izin" merupakan tindakan hukum permerintahan,sebagai
tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar
wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah,oleh karena itu dalam hal
membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang
diberikan oleh peraturan per UU an yang berlaku, karena tanpa adanya dasar
wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. (Hardjasoemantri,

2000;58)
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Selaku instrument pemerintah izin berfugsi selaku ujung tombak
instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil
dan makur itu dijelmakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah
sebagai berikut :

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas
terentu (misalnya i1zin bangunan);

b. Izin mencegahbahaya bagi lingkungatr (izin-izin lingkungan);

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin
membongkar pada monumen-monumen);

d. 1zin hendak membagi benda-benda yang. sedikit (izin penghuni di
daerah padat penduduk);

e. lzin memberikan pengarahan,dengan menyeleksi orang-orang dan
aktivitasaktivitas (izin berdasarkan “drank en horecawet” dimana

pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Perizinan: adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk’ izin maupun tanda daftar usaha. Izin
lalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga
dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. (Hadjon, 2002;2)

Menurut Sutedi (2010:193) Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa
perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga
tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi
pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu,

b. Mencegah bagi bahaya bagi lingkungan
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c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana

pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Peraturan-Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor

P.85/HK.501/KMP/2010 tersebut sebagaimana dibawah ini menyebutkan bahwa:

a. Pasal 1: Dalam Peraturan‘Menteri‘ini-yang dimaksud dengan:

i

Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan™ dalam bidang
perekonomian yang dilakukan ~untuk tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba.

Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha
pariwisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen
perjalanan wisata.

Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan
perjalanan danfatau jasa pelayanan. dan+ penyelenggaraan
pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana,
seperti .pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta

pengurusan dokumen perjalanan.

. Pengusaha Pariwisata. yang selanjutnya disebut dengan pengusaha

adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan

usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata.

Izin Usaha Pariwisata digolongkan menjadi 2 vyaitu ISUP (lzin

Sementara Usaha Pariwisata) dan ITUP (lzin Tetap Usaha Pariwisata). Sebelum

menyusun dan melengkapi prosedur cara membuat surat izin perjalanan wisata

terlebih dahulu menyiapkan segala persyaratan untuk mendapatkan surat izin

usaha perjalanan wisata. Dengan rincian persyaratannya adalah sebagai berikut:
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Bagan oganisasi dan denah lokasi perusahaan

Data pendukung berupa leaflet, booklet dan lain sebagainya.

Riwayat hidup pimpinan beserta karyawan perusahaan.

Mengisi formulir data paket wisata (untuk biro perjalanan wisata)
Fotocopy akte pendirian perusahaan. tersebut.

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.

Fotocopy Izin Gangguan (HO) dan IMB (lzin Membangun
Bangunan).

Fotocopy pemohon (pemilik) dan Foto' direktur 3x4 (sebanyak 4
lembar).

Setelah persyaratan diatas telah terpenuhi, tahapan yang selanjutnya adalah

persyaratan atau prosedur. untuk mengurus dan juga cara membuat suart izin

perjalanan wisata yang meliputi:

1.
2.

© © N o o

10.

Pihak pemohon mengambil formulir permehonan di loket BPMPPT.
Mengisi formulir yang ditandatangani kemudian diajukan kepada
Bupati.

Kemudian sekertariat ‘KPP membuat surat pengantar yang ditujukan
untuk ke dinas pariwisata dan kebudayaan.

Berkas permohonan diteliti apakah sudah sesuai dengan ketentuan
atau belum, cek lokasi kemudian menyiapkan surat jawabannya.
Pemohon mengambil surat izin ke loket pengambilan.

Membuat Proposal bisnis.

Status tempat usaha dan foto tempat usaha secara rinci dan jelas.

Surat pernyataan bebas dari sengketa (bermaterai).

Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga lingkungan
sekitar(bermaterai).

Surat pernyataan mengenai keabsahan dan juga kebenaran

dokumenperusahaan (bermaterai).

Jasa perjalanan wisata itu sendiri merupakan sebuah kegiatan yang

sifatnya komersial yaitu bertugas untuk mengatur, menyediakan dan juga
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menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang ataupun kelompok dengan maksud
dan tujuanuntuk berwisata mulai dari saat ia meninggalkan rumahnya hingga
sampai ketempat yang diinginkan sesuai dengan tujuan.

2. Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani
“polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi
“politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie”
yang artinyaberkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau
administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan™ atau “policy” dipergunakan untuk
menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok
maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai
untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun. menjadi kurang
memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih  bersifat ilmiah dan
sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Dalam bukunya, (Winarno, 2008:16) menyebutkan secara umum istilah
“kebijakan” atau “policy” digunakan untukmenunjuk perilaku seorang aktor
(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan)
atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan
seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-
pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk
pembicaraan-pembicaraan yang kebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut
analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan

publik yang lebih tepat.
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Kebijakan menurut (Marzali, 2012:20) adalah cetak biru bagi tindakan
yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak
keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat
perilaku orang banyak yang dituju. (kelompok target) menjadi terpola sesuai
dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Menurut (Tangkilisan, 2003:19), ‘'mengemukakan kebijakan adalah suatu
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-
hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi yang dikemukakan di_atas, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan dilakukan secara sungguh=sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk
mencapai tujuan kegiatan. oleh karena 1tu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi
dipengaruhi oleh objek berikutnya, sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah
suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan_tertentu dan bukan hanya sekedar
keputusan untuk melakukan sesuatu, kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa
yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin
dilakukan oleh pemerintah.

Dalam bukunya (Soebarsono, 2005: 87) menuliskan bahwa suatu
kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers tidak
dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada

beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik
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yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu
program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh policy makers
untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar bersedia memberikan
pelayanan dan _.mengatur kelompok sasaran. Adapun.. faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan
antara lain (Soebarsono, 2005: 89:+71104):

a.  Teori George C.Edwards Ill (1980) Dalam pandangan Edwards IlI,
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi, sebagai sarana untuk mentransmisikan tujuan dan
sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga
akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumber Daya, adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan
agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas
dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini yakni berisikan tentang batasan-
batasan yang terdapat didalam judul serta ruang lingkup didalam penelitian ini.
Adapun konsep operasional ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman
didalam penafsiran penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Syafrudin (dalam Prajudi Atmosudirjo, 1983;94) Menyatakan bahwa izin

(vergunning) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan
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oleh undang-undang. Pada umumnya pasal unadng-undang yang bersangkutan
berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut

diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang pelu dipenuhi

atau langkah-la 1dapatkan pe Jan @ . Penelitian ini

memerlukan se a agar dalam analisis diha atu hasil penelitian

menggambarkan secara tepat sifat- suatu individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu
gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (2017:26).

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di

wilayah Kota Pekanbaru dengan obyek penelitian di Kementrian Agama Kantor

Wilayah Kota Pekanbaru, hal ini tentu dikarenakan bahwa pihak Kementrian
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Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab yang

memberikan izin serta pengawasan terhadap lzin Usaha Penyelenggaraan

Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Di Kota Pekanbaru.

pokok yan
informan u ang yang akan
diteliti. Da ihat informan di dalam penelitia ka yang dijadikan

)opulasi khusunya

penulis akan
1. 53 mrah ; gama Wilayah Kota
2. Kepala Seksi Pelayana Dan Non Perizinan A/ll Pekanbaru
3. Kepala Seksi Jasa Perjalanan Wisata

4. Staf Biro Perjalanan Wisata Umrah di PT. Muhibbah Mulia Wisata

Tour

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive yang
merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan Kkriteria

tersebut oleh penulis.
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5. Data dan Sumber Data
Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

dibahas dan peratuan perundang-undanga. Adapun data sekunder dalam

penelitian ini adalah: buku-buku, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar,
makalah seminar, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun
2002, Tentang izin usaha pariwisata di Kota Pekanbaru, serta Peraturan
Mentri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan

Perjalanan Ibadah Umrah.
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6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara, Bambang Sunggono Dalam buku panduan penulisan

delapan partisipan

ini tentu saja

TS\
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>
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1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan,
tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan
wawancara dengan informan.

3. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan

dengan informan.
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4. Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang
telah ditetapkan.

5. Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan

skripsi Fakultas Hukum (2017:19) vyang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena
penelitian hukum berpangkal pada peraturan perundang-peraturan yang ada sebagi
norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan
secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau

ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh penulis dalam bentuk

deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.
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8. Metode Penarikan Kesimpulan
Adapun mengenai metode penarikan kesimpulan, dalam hal ini metode

penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode penelitian

induktif adalah pe esimpulan dari_h husus ke umum atau

kesimpula e : B3 one Dalam buku

panduan pe
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum.Tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha

menyediak , y claksanakan ses tical effect to
(meny -

(menimbulkanc : : ertian  tersebut
mempunyai s disertai sarana

yang mendul akibat terhadap

siap. Secara sederhana pelaksa diartikan penerapan. Majone dan
Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky
mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan dapat dikatakan dengan
implementasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139)

mendefinisikan implementasi kebijkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan
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dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pulau berupa
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan.

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi
hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tekhnik yang
bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau
tujuan-yang diinginkan. Maksud. dari penjelasan tersebut agar suatu
kebijakan dapat mencapai hasil yang ‘diharapkan diperlukan kerjasama
mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang
diharapkan.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu
bentuk positif - seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak
dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan
atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut . Grindle /~(dalam Pasclong, ) 2008:57-58), Implementasi
kebijaksanaan sering dilihat' sebagal suatu proses yang penuh dengan
muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat
mungkin mempengaruhinya. Melihat bahwa Implementasi kebijaksanaan
sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah
Eksekutif dan Lagislatif kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah
kebijakan tersebuttidak terlepas dengan kepentingan politik/kekuasaan.

Menurut Mazmanian dan~ Sabatian dalam Agustino (2006:139)
mendefinisikan implementasi kebijkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pulau berupa
perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan.

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi
hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tekhnik yang
bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau
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tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu
kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama
mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang
diharapkan.

Implementasi-pada-prinsipnya adalah cararagar sebuah kebijakan dapat
tercapainya-tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk menginplementasikan
kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
imengimplementasikan «dalam bentuk program-program atau melalu formulasi
kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam
Solichin  Abdul Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini
dengan .mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau-dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak
nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian.

Dalam melakukan implementasi terdapat beberapa actor yang bekerja
sama untuk menjalankan implementasi peraturan daerah.tentang kebijakan agar
dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan adanya administrasi hukum dalam
pelaksanaan kebijakan. Dimana .implementasi kebijakan ketertiban sosial
(gelandangan dan pengemis) ini terdapat beberapa actor dan organisasi dalam
melakukan teknik yang bekerja sama mengimplementasi perda tentang ketertiban
sosial untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

Berdasarkan defenisi dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam

Implementasi kebijakan terdapat menyangkut hal-hak yaitu:

a. Adanya tujuan.

b. Adanya sasaran.
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c. Adanya aktifitas/kegiatan pencapaian tujuan.
d. Adanya hasil dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk

entasikannya dalam

dilakukan o
suatu kepu
implementasi
sosial.

diimplementasikan, da en kebijakan pemerintah bisa

.Q‘\\‘

melalui bentuk program-progra aui formulasi kebijakan. Dalam
membuat suatu kebijakan belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan
tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Karena dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah
implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh para pemerintah. Karena

diimplementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan

yang telah dibuat oleh pemerintah.
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B. Tinjauan Umum Tentang Penerbitan Izin Wisata Umrah

1. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

2006:198).

berbeda-be

= BN a

adalah sebe I’
N

: ) bila pembuat

@ : etapi masih juga

; ‘ yang ditentukan

}dministrasi negara yang

tu izin (vergunning)

2 Helmi (2012:2-3), izin

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam
arti sempit).

3. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu

yang secara umum dilarang.
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4. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als
opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete
geval,(sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa
konkret).

Adapun pengertian perizinan ‘adalah’salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan
sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki® atau seseorang sebelum yang
bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan
dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak
selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden
selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan
melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib
pajak, maka terlebih dahulu harus adaizin dari Menteri Keuangan. Karena itu,
konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak
terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut
hubungan kelembagaan suatu negara.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadp kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran,
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rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuati
usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan
atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau
tindakan yang dilakukan. Setelah_kita memahami arti dari-pada perizinan maka
timbul suatu pertanyaan apa yang dimaksud dengan hukum perizinan. Hukum
perizinan adalah ketentuan yang berkaitan‘tinegan pemberian izin atau bentuk lain
yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan
pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap
seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Hukum perizinan merupakan hukum public" yang pelaksanaannya
dilakukan oleh~pemerintah baik pemerintah dipusat maupun.di daerah sebagai
aparatur penyelenggaraan Negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan
dengan pemerintah maka ;mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum
perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata
Pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan
dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah dibidang
pembinaan dan pengendalian-izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan
organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administrative yang
harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Bagir Manan dalam Ridwan (2011:199) menyebutkan bahwa izin dalam
arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuata tertentu yang
secara umum dilarang N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian

izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:
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Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak dugunakan
dalam hukum administrasi pemerintah menggunakan izin sebagai
sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang
dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan.memberikan izin, penguasa memperkenankan ornag yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang
sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenankan bagi suatu tindakan
yang demi kepentingan umum_ mengharuskan pengawasan khusus
atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu
peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk
menghalangi  keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah
mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak
seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat
melakukan pengawasan sekedarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) adalah bahwa suatu
tindakan di larang, terkecuali diperkenankan, dnegan tujuan agar
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenankan
dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi
persoalannya bukanlah ,untuk hanya- memberikan perkenan dalam
keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan
yang diperkenankan dilakuakn dengan cara tertentu.

Dalam hal"izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan

dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak

selalu organ pemerintah. Contohnya, izin-untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden

selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan

melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib

pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu,

konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak

terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut

hubungan kelembagaan suatu negara.

33



b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan
menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin
tempattempat usaha, bangunan.dan bentuk.kegiatan  masyarakat lainnya tidak
bertentangan Satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi
kehiduapan bermasyarakat (Sulistyani Eka Lestari, 2019: 152).

Menurut Sutedi (2010:193) sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa
perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga
tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi
pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun-tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang
dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitasaktivitas tertentu;
. Mencegah bahaya bagi lingkungan;

Keinginan melindungi objek-objek tertentu;

. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;

Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana
pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

® o0 o

c. Unsur-Unsur Perizinan
Menurut Ridwan (2006: 201-202), dari pengertian perizinan, terdapat
beberapa unsur perizinan diantaranya:
1. Instrument yuridis
Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak
hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi
juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan

kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan
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merupakan tugas klasik yang sampai Kini masih tetap dipertahankan.
Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan

wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini

tetapan, izin
baru yang

ya tercantum

”» B
"g an Instrumen

rifat Konsi

menjalankan fungsi maupun fungsi pelayanan, harus
didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan.

3. Organ pemerintah
Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah

baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran

Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara
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pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara
tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah)

berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam

pemberi izin, yang

\ 2

in. Di samping

harus memenuhi
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d. Sifat Izin
Menurut Sutedi (2010:173-175) pada dasarnya izin merupakan keputusan
pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:

1. lzin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara
yang peneribitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis
serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang

besar dalam memutuskan pemberian izin.
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2. lzin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara
yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ

yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya

kualitas pribadi dan pemohon izin.

8. lzin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada
sifat dan objek izin.
e. Pihak-pihak yang Berwenang Mengeluarkan 1zin

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang
mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah. hanya saja dalam hal yang

demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh
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masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah
yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsure adminisitrasi Negara

selaku pelaksana

fungsi dalam ¢ ege - batasan agar
= = ang disebut sebagai

K boleh melawan

hukum balk ma e aul penyelewengan

Sementara itu menurut VVan Poelje sebagaimana dikutip Victor Situmorang

perbuatan administrasi Negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan faktor

2. Berdasarkan hukum.
f. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan
Pekerjaan pemberian izin oleh pemerintah pada dasarnya merupakan

perbuatan hukum public yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan denagn ketentuan

38



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

yang berlaku dilingkungan instansi pemerintahan yang mengeluarkan izin

tersebut. Sehingga membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah

perizinan sangat luas sekalanya karena beranekaragamnya jenis izin yang

ketetapan

yang diseb uhi ketentuan-

&
&
ot

ketentuan : agar ses It dapat diberikan

izin. ‘

Kete d pengurusan izin
meliputi:

1.

2.

maka tujuan permohonan izin tersebut adalah agar pemohon dapat
melakukan aktivitas kegiatan pembangunan sesuai izin yang
dimohonkan.

3. Masa berlaku izin
Merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang mengeluarkan izin

terhadap masa berlaku objek yang dimohonkan izin.
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2. Proses Penerbitan Perizinan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Wisata
Ibadah Umrah.

Usaha perjalanan wisata adalah bentuk sebuah perjalanan yang
direncanakan dan disusun oleh perusahaan perjalanan dengan waktu seefektif
mungkin dengan menggunakan  fasilitas pendukung wisata. lainnya guna
membuat wisatawan merasa senang. Dari pengertian yang lain bahwa usaha
perjalanan wisata atau bire-perjalanan umum adalah-perusahaan yang melakukan
kegiatan paket wisata dan melakukan kegiatan penjualan tiket/karcis, sarana
angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata dan juga memberikan
pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perjalanan wisata.

Berdasakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 izin usaha pariwisata
terbagi atas dua yaitu Izin Sementara Usaha Pariwsata (ISUP) dan lzin Tetap
Usaha Pariwisata (ITUP). Adapun yang terkandung di dalam Perda Nomor 14
Tahun 2002 pasal 7 terkait Izin-Sementara Usaha Pariwisata yaitu sebagai berikut:

1. Setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta pengusahaan
obyek dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah ini terlebih dahulu harus memiliki Izin Sementara
Usaha Pariwisata (ISUP) dari Walikota.

2. 1zin Sementara Usaha Priwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan tidak
didaftar ulang.

3. Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini bukan izin operasional, hanya digunakan sebagai dasar

untuk mengurus izin Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan
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(SP3L), Surat lzin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT), lzin

Mendirikan Bangunan (IMB), Surat izin Pengadaan Sarana, dan

prasarana lainnya serta sebagai dasar untuk memperoleh lIzin Tetap

pasal 8

jasa travel) ini, dapat diajukan ke Dinas Perizininan daerah tingkat 1l
Kabupaten/Kota. Untuk itu pengusaha usaha perjalanan wisata harus membawa
syarat-syarat yang dibutuhkan. Syarat agar mendapatkan izin mendirikan usaha
perjalanan wisata atau travel adalah sebagai berikut:

1. Akte pendirian Perseroan Terbatas khusus Travel
2.  NPWP Perusahaan

3. Domisili Perusahaan
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Surat 1zin Tempat Usaha (SITU)
Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP)
Surat Izin Pariwisata

Surat lzin Tetap atau Sementara dari_ Dinas Pariwisata Pemda

Setempat dengan melampirkan:

a.

® oo o

g
h.
[}
J

k.

Copy salinan akte notaries pendirian PT

Copy ijin gangguan lingkungan (HO)

Copy identitas (KTP) penanggung jawab perusahaan

Copy cugriculum vitae penanggung jawab perusahaan

Surat permohonan ditujukan kepada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Sketsa denah lokasi kantor / perusahaa

Sketsa denah ruangan kantor yang akan dipergunakan sebagali
tempat usaha

Data sarana & prasarana kantor (telpon, fax, website, mobil, dlI)
Proposal usaha serta pasar yang akan dicapai

Bank account

NPWPD

9. Untuk menjadi Anggota Association of the Indonesian Tours and
Travel Agencie (ASITA).

a.
b.
C.

Surat permohonan menjadi anggota ASITA setempat
Melampirkan copy ijin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Deposit anggota

C. Tinjauan Umum Tentang Dampak Negatif Usaha Jasa Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah yang Tidak Memiliki Izin.

Usaha perjalanan wisata atau biro perjalanan umum adalah perusahaan

yang melakukan kegiatan paket wisata dan melakukan kegiatan penjualan tiket

/karcis, sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata dan juga

memberikan pelayanan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perjalanan wisata.

Untuk mendapatkan ketertarikan dari konsumen dalam menggunakan jasa

perjalanan wisatatanya, maka mereka memberikan hal-hal yang menarikan seperti

promosi dari domestic, tempat-tempat yang dikunjungi lebih menarik dan indah,
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tempat penginapan yang berbintang, serta kenyamanan terhadap transportasi yang
digunakan.

Hal ini juga berlaku pada Jasa Perjalanan Wisata Umroh. Pada umumnya

Pekanbaru jasa

berdampak pad
rentan mengalary gia erti penipuan keberangkatan, konsumen bisa saja

terlantar di kota M an Madinah, banyak ya arna tidak memiliki

melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang perlindungan konsumen.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Penerbitan lzin. Usaha Penyelenggara
Perjalanandbadah Umrah (PP1U) Di Kota Pekanbaru.

Perjalanan ibadah umrah merupakan amanat Peraturan Menteri Agama
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perjalanan Ibadah Umrah, sesuai
Peraturan ‘Menteri_Agama (PMA) tersebut, penyelenggaraan perjalanan ibadah
umrah (PPIU) menjadi tanggung jawab pemerintah dan biro perjalanan wisata
yang telah ditetapakan oleh menteri.

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 bahwa
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh pemerintah
dan/atau biro sperjalanan wisata yang ditetapkan oleh Kementrian Agama
Republik  Indonesia, hal tersebut —~ berdasarkan pertimbangan bahwa
penyelenggaraan ibadah umrah merupakan salah satu tugas nasional dan
menyangkut harkat martabat serta nama baik pihak penyelenggara ibadah umrah,
penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji“dan umrah menjadi pusat perhatian
pemerintah, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pada hakikatnya merupakan
pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik.

Setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik, oleh
karena itu, peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah yang
dilaksanakan oleh biro perjalanan ibadah haji dan umrah perlu terus dilakukan, hal
tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jemaah yang melaksanakan

ibadah haji dan umrah.
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Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 disusun untuk mengatur

seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah di seluruh Indonesia, maka

seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ada di Indonesia wajib

yaitu Unde

Haji yang ’ dan Peraturan

Pemerintah R

Nomor 13 aturan umrah
dalam Per.

mengenai ha

&g
n |
=
]
pada intinya diatur
‘ y
o
s
v

a.
b.

C.

d.

e.

f.

g.

h. ,

i.  Pengurusan dokumen visa

J.  Pelaporan penyelenggaraan ibadah umrah,
k. Pengawasan dan pengendalian,

I.  Pembinaan,

m. Akreditasi,

n.

Tata cara pengenaan sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018
dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan

berdasarkan asas:
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Keadilan,
Profesionalitas,

1
2
3. Transparansi, dan
4

ebagai  PPIU
(Penyeleng sebagai PPIU
ditetapkan diberikan oleh
Direktur Jenderal atas nam: : _.i' ah PPIU memenuhi beberapa
persyaratan dalam Pasal 5

Peraturan : gama 3 un_ 2( y* poenyelenggaraan

perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki.

b. Kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang
telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak
asasi manusia;

c. Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta

notaris perseroan terbatas merupakan warga negara indonesia

yang beragama islam;
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d. Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang

dikenai sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan perjalanan

ibadah umrah;

sebagai biro

kegiatan usaha;

Memiliki lapora perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan
telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di kementerian
keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;

k. Melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok
wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;

I.  Memiliki surat rekomendasi asli dari kantor wilayah dengan masa

berlaku 3 (tiga) bulan; dan
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m. Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas
nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah

dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah

N O ditetapkan
faeY
“der h Direktur

L2

Biro

pelayanan

LRAENARN
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=7
wn
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c
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wn
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5
)
2
)
5
=]
@
>

suatu badan

pemberangkatan calon jema ang.menimbulkan kerugian bagi para calon
jemaah umrah itu sendiri.

Berbicara perizinan pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat
kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum
melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus
memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari
izinnya tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap
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kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk
melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu
organisasi perusahaan atau..seseorang _sebelum yang. bersangkutan dapat
melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.

Bertujuan untuk menanyakan pelaksanaan operasional usaha perjalanan
usaha wisata umbro dan haji di Kota Pekanbaru, maka penulis menanyakan
langsung mengenai teknis atau pelaksanaannya dilapangan, bagaimana proses
yang harus dilalui oleh calon usahawan yang akan mendaftarkan usahanya, dan
adapun hasil wawancara penulis dengan informan dilapangan yaitu Ibu Dewi
Mega, Selaku Kepala Seksi Jasa Perjalanan Wisata di Kantor Dinas Kebudayaan
Dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Travel atau biro perjalanan dapat beroperasi menjalankan bisnisnya
harus terlebih dahulu ‘memiikiizin:dari~Kementerian Agama yang
ditetapkan sebagai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama
(PMA) Nomor 8 Tahun 2018 bahwa “Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang
memiliki izin® operasional sebagai Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU)”? (Wawancara tanggal 25 September 2019,
Pukul 10.30 Wib, Dewi Mega, Selaku Kepala Seksi Jasa Perjalanan
Wisata)

Hasil wawancara yang penulis sajikan diatas tentunya berkaitan dengan
penjelasan yang telah penulis paparkan pada halaman sebelumnya, dimana
persyaratan pengurusan izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
harus mengikuti ketentuan yang telah dibuat pada Peraturan Menteri Agama
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, untuk

mengetahui teknisnya, penulis juga akan melakuka wawancara terkait dengan
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beberapa persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon pemilik usaha, dimana
untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, tentunya penulis akan
mewawancarai beberapa responden yang bersumber dari dinas-dinas terkait yang
memiliki wewenang memberikan.perzinan.

Proses pengurusan izin menjadi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) tentu perseeranganatau badan .harus memenuhi pesyaratan-
persyaratan yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama
Republik Indonesia, dan berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan
penulis yang berasal dari Kementrian agama provinsi riau yaitu Bapak H.Pujianto,
Staf Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru
menyatakan bahwa:

“Biro perjalanan harus ada i1zin dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi  Manusia, memiliki akta notaris, biro perjalanan harus

mempunyal bank garansi_sebagai. pegangan atau simpanan jaminan

sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang ia tanam sebagai
jaminan bahwasannya ada modal awal kekayaan yang ia peroleh
sebelum” melakukan bisnis travel, hal ini " tentunya untuk
mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudian
hari nantinya, serta harus melengkapi perizinan lainnya dalam bentuk
peraturan di daerah, baik itu izin bangunan yang digunakan untuk
tempat usaha, dan perizinan pendukung lainnya” (Wawancara tanggal

25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H. Pujianto, Staf Urusan
Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat di
ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengurusan perizinan untuk mendirikan
usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentunya memiliki
proses yang cukup rumit, hal ini untuk menjamin segala proses pelaksanaan
perjalanan ibadah umrah dapat terlaksana dengan baik tanpa mengecewakan calon

jamaah yang akan berangkat ke tanah suci.
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Mekanisme pengurusan perizinan yang harus di lengkapi oleh pihak
pengusaha biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentunya
hasrus memandang segala aspek perizinan, salah satu nya adalah tanda daftar
perizinan pariwisata yang ‘dikeluarkan oleh-"Dinas Penanaman modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, hal ini tentunya
sesuai dengan wewenang Yyang-dikeluarkan, oleh” Pemerintah Kota Pekanbaru
melalui Peraturan \Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bertujuan untuk memastikan proses pemberian perizinan tersebut, penulis
juga telah melakukan penelitian dengan perwakilan dari Dinas Penanaman modal
dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yaitu Maria
Hastuti, Kepala“ Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A/Il Kota
Pekanbaru yang mengatakan bahwa:

“Tentunya harus mengikuti prosesdur perizinan yang dikeluarkan oleh

wali kota, perizinan ini kan banyak macam nya, mulai dari perizinan

perjalanannya, perizinan untuk tempat usaha nya, perizinan dari
lingkungan tempat usaha itu beroperasi, .dan beberapa perizinan
lainnya, hal ini tentu diperlukan untuk memastikan legalitas dari usaha
tersebut, dampak nya nanti juga kepada masyarakat itu sendiri, apabila
legalitas usahanya usah terverifikasi, maka menjalankan usaha pun
akan lebih tenang dan masyarakat yang menjadi konsumennya
terjamin keamanannya” (Wawancara tanggal 26 September 2019,

Pukul 11.23 Wib, Maria Hastuti, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Dan Non Perizinan A/ll Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sampaikan diatas, dapat
diambil kesimpulan bahwa proses pengurusan perizinan yang harus dilakukan
oleh calon pengusaha Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

harus memperhatikan segala aspel yang ada dan telah diatur oleh Peraturan
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pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah Daerah sebagaimana

yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mengetahui proses perizinan dan

persyaratan yang harus dilengkapi di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan

Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP). Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Persyaratan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Pekanbaru:

11
2.
3.
4

10.
11.

Izin Lokasi

Izin Lingkongan

IMB

Bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/ kantor/ ruangan (bagi yang
mengunakan bangunan/ kantor/ ruangan bukan milik sendiri);

Izin Lokasi Perairan dan lzin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh
menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan,
khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara
menetap.

Untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi 1zin
Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Untuk bidang usaha wisata .tirta yang merupakan usaha dermaga
wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus yang diatur oleh
menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang
perhubungan.

Untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya
menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut
Khusus yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan.

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)

5 hari kerja (jika Persyaratan dokumen telah lengkap dan benar)

(Jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku)
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Selain dari perizinan yang harus diselesai diatas, calon pemilik Biro
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga harus menyiapkan

persyaratan untuk identitas diri dan kelengkapan dokumen lainnya, dimana jenis-

Pelayanan Pe an Da 1 J mengatakan

persyarat

© © N o g b~ wDdPRF

10.

11.

12.

13. IMB atau IPB Banguna

14. Daftar Riwayat Hidup Seluruh Karyawan
15. Proyek Proposal/Hasil Study Kelayakan.
16. UUG (Undang-Undang Gangguan).

17. Lokasi Diharuskan di Daerah Perkantoran.
Setelah secara keseluruhan proses yang telah di tetapkan diatas dilengkapi
berkasanya oleh yang bersangkutan atau calon pengusaha, yaitu pihak Biro

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang mendaftar, maka
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selanjutnya surat permohonan tersebut akan di ajukan ke kantor wilayah
Kemenrtian Agama (Kemenag) wilayah Kota Pekanbaru, sekaligus nantinya
segala lampiran document yang diperlukan akan diserahkan segagai persyaratan
lengkap, setelah itu, proses selanjutnya adalah-menunggu. hasil verifikasi dari
pihak Kemenrtian Agama (kemenag) wilayah Kota Pekanbaru, setelah secara
keseluruhan data di angoap. lengkap=maka . kanwil kemenag Kota Pekanbaru
besama-sama dengan “perwakilan kabupaten/walikota melakukan peninjauan
kelapangan terkait dengan kondisi dari bangunan atau kantor biro perjalanan
wisata yang telah mendaftar tersebut.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PMA-PIU, rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k diberikan setelah
dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan perizinan dan peninjauan
lapangan oleh kantor wilayah, peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan bersama-sama"“ “dengan kantor kementerian agama
kabupaten/kota, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rekomendasi oleh
Kantor Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Selanjutnya akan ada berita acara, bukan hanya sekedar tinjau setelah itu
pulang, Kementrian Agama Republik-Indonesia harus selektif melihat kesiapan
seluruhnya, ketika semua persyaratan sudah konkret maka berita acara ditanda
tangani, kemudian semua berkas yang diajukan dengan berita acara tersebut
dikirim ke Kantor wilayah, lalu Kantor wilayah mengeluarkan izin
rekomendasi/pengesahan, bersamaan dengan surat rekomendasi/pengesahan dari
Kantor wilayah dan seluruh dokumen persyaratan dikirim ke kantor pusat

Kementerian Agama Repbik Indonesia maka kantor pusatlah yang mengeluaran

54



izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tersebut, Kalau untuk
kantor cabang perwakilan maka Kantor wilayah yang memberikan langsung
rekomendasi/Surat ~ Keputusan  (SK)  pengesahan cabang perwakilan
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Bertujuan untuk memastikan proses penertiban perizinan yang telah
disajikan diatas, penulis juga_melakukan:penelitian dengan teknik wawancara,
yang mana wawancara-yang penulis lakukan adalah terhadap salah satu pemilik
usaha Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru
yaitu Bapak Syafrizal, Selaku Staf Biro Perjalanan- Wisata Umrah di PT.
Muhibbah Mulia Wisata Tour yang memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Benar, pengurusan perizinan memang memerlukan beberapa tahapan,

dan memakan waktu yang cenderung lama; karna harus berurusan

langsung dengan Kementrian Agama, dan melakukan verifikasi

rekening serta rekan-rekan kerja lainnya harus dipastikan terlebih
dahulu, hal ini tentunya sangat wajar menurut saya, karna memang
usaha ini-kan bukan hanya.berkerjasama dengan rekanan di dalam
negeri saja, tetapi juga diluar negeri, jadi memang harus benar-benar
bisa menjamin keselamatan dari calon jemaah umrah, dan memastikan
keperluan mereka sepenuhnya” (Wawancara tanggal 26 September

2019, Pukul 15.00 Wib, Syafrizal, Selaku Staf Biro Perjalanan Wisata
Umrah di PT. Muhibbah Mulia Wisata Tour)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa “proses pengurusan perizinan yang telah
dijelaskan oleh masing-masing perwakilan pemerintah kota Pekanbaru
sebelumnya, baik Dinas Pariwisata, Kementeria Agama, dan Dinas DPMPSTP
Kota Pekaanbaru telah sesuai dengan apa yang juga di jelaskan oleh salah satu
staf dari perusahaan Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di
Kota Pekanbaru, hal ini tentunya perlu dilakukan perbandingan jawaban untuk

mendapatkan jawaban yang paling realistis dan benar adanya.
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Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dilakukan

oleh biro perjalanan wisata, beberapa point penting yang memang harus

dipastikan dan dipertanggungjawabkan oleh biro perjalanan adalah terkait dengan

sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas dapat diberikan sebagai bentuk
tanggungjawab dari pada biro perjalanan yang mana diberikan paling sedikit 1
(satu) kali pertemuan.

Bimbingan dapat diberikan dalam bentuk teori dan praktik sebagaimana
layaknya sedang berapa di tanah suci, hal ini tentunya untuk memudahkan calon

jamaah untuk nantinya melakukan kegiatan ketika sudah berada di Arab Saudi,
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proses bimbingan hanya dilakukan oleh petugas yang memang sudah pernah
melakukan ibadah haji/umrah, untuk mempermudah proses bimbingan dan
praktek, maka pihak Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib
memberikan buku® paket atau.buku pedoman: materi bimbingan manasik dan
perjalanan umrah, dan materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah tersebut
harus berpedoman pada bimbingan' manasik dan. perjalanan haji dan umrah yang
diterbitkan oleh Kementerian Agama. (Peraturan Menteri Agama No 8 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah).

B. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan Usaha
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Beberapa tahun belakangan ini, pemberitaan tentang penyelenggaraan
ibadah umrah tidak lagi dihiasi dengan Kisah.. indahnya menjalankan syariat,
kekhususan beribadah di tanah suci atau keramahan travel penyelenggara, akan
tetapi justru sebaliknya, yang memunculkan fenemena betapa kacaunya tata niaga
umrah yang ada di Indonesia, maraknya penyalahgunaan, penipuan, jemaah yang
ditelantarkan oleh penyelenggaraan baik di tanah air, Negara transit maupun di
arab Saudi, fasilitas penginapan dan konsumsi alakadarnya (secukupnya) dan
perang tarif antara travel yang sudah tindak fagi.

Dalam situasi seperti ini, jamaah umrah merupakan pihak yang paling
dirugikan oleh persaingan seperti itu, sehingga sudah seharusnya pemerintah
melakuka sistem pengawasan terhadap biro perjalanan wisata yang nantinya dapat
memberikan sanksi terhadap biro perjalanan yang terbukti melakukan perang
bisnis secara tidak sehat, yang mengorbankan konsumen atau peserta umrah dari

Indonesia, dan tentunya merusak nama Negara Indonesia di luar negeri.
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Perjalanan ibadah umrah merupakan amanat Peraturan Menteri Agama
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Sesuai
Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut, penyelenggaraan perjalanan ibadah
umrah (PPIU) menjadi tanggung jawab pemerintah dan biro perjalanan wisata
yang telah ditetapakan oleh menteri, penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah menjadi pusat perhatian pemerintah, penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah pada hakikatnya merupakan pelayanan yang termasuk bagian dari
pelayanan publik, setiap pelayanan publik harus memperhatikan kepuasan publik,
dengan demikian maka peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah
yang dilaksanakan oleh biro perjalanan ibadah haji ‘dan umrah perlu terus
dilakukan. hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jemaah yang
melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Aturan umrah dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 pada intinya diatur
mengenai: asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, tujuan umrah,
penyelenggara umrah, perizinan umrah, biaya umrah, pendaftaran dan pembatalan
umrah, kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah, pengurusan dokumen
visa, pelaporan penyelenggaraan ibadah umrah, pengawasan dan pengendalian,
pembinaan, akreditasi, tata cara pengenaan sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018
dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilaksanakan
berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bertujuan untuk memberikan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah,

sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat Islam.
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Dewasa ini, masyarakat dikejutkan pemberitaan mengenai gagalnya

puluhan ribu jemaah yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk penyelenggaraan

perjalanan ibadah umrah, masa tunggu ibadah haji yang relatif cukup lama

alanan ibadah
umrah me : : asa ta a.d k secara moral
maupun mg syaraka au un biro perjalanan
umrah yan
(Perpuhi) me
yang terlalu

Berikut ini

yang menjadi korban Kkasus penipuan haji dan umrah oleh biro
perjalanan wisata umrah dan haji di Indonesia.

2. Pada tahun 2016 tercatat 290 jumlah jamaah yang menjadi korban
kasus penipuan di seluruh daerah Indonesia.

3. Pada tahun 2017 tercatat 35.149 jumlah jamaah umrah yang menjadi

korban kasus penipuan haji dan umroh total keseluruhan jumlah ini

adalah yang terjadi di indoensia.
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Sementara itu, untuk wilayah Kota Pekanbaru, berdasarkan data yang
penulis dapatkan dilapangan dan ditembah dengan pemberitaan yang di laporkan

oleh media, permasalahan penipuan terhadap calon jamaah umrah dan haji yang

terhadap

Pekanbaru,

melakukan

caya jemaah terhadap
Namun,  kurangnya
pertanggungjawaban pihak perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah
tersebut terhadap jemaah, serta tidak adanya jaminan berupa perjanjian tertulis
antara perusahaan penyelenggara ibadah umrah dengan jemaah.
Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengawas dan regulator
sebenarnya sudah melakukan upaya melindungi jemaah umrah misalnya dengan

melakukan moratorium pemberian izin baru kepada PPIU, menjalin kerja sama

penanganan kasus-kasus umrah, kampanye gerakan lima pasti umrah, gerakan ini
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dicanangkan Kementerian Agama pada tahun 2015 yang lalu, dimana dalam
sosialisasinya mengharuskan setiap jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah

harus memastikan lima hal:

daftar di Kementerian

diberikan jika erugikan  jemaah al dari gagal berangkat

ke tanah suci oI a elaksanakan ibadah

1. Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.

2. Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, kepala
kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

pengawasan terhadap:
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Pendaftaran;
Pengelolaan Keuangan;

Rencana Perjalanan;

a.
b.
C.
d.

Operasional Pelayanan Jemaah;

Perjalanan Pen ara P 3 3 Kementrian Agama
Republik 1
Sementara itu, ngetahui jum esmi yang ada di

Kota Pekan

4 | PT. Silver Slik Tour

Kec.Marpoyan Damai.

JI.Gatot Subroto No.34A

5 | PT. Aras Hijrah Wisata Telf : 7079720, 21, 22

JI. Jend.Sudirman No.18 B-C Tangkerang

6 | PT. Musafir Tour Tengah, Pekanbaru

JI.Arifin Ahmad, Pekanbaru

7 | PT. PDA Tiga Maya Telf: 0761-5896-66

JI.Garuda No.67 Kel.Labuh Baru Timur,

8 | PT. Krakatau Citra Indonesia Kota Pekanbaru

9 | PT Riau Wisata Hati JI.Hangtuah No.172 B, Kota Pekanbaru

(info@wisatahati.co.id)
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JI.Melur, Kel. Padang Bulan, Kota
Pekanbaru.

JI.KH. Wahid Hasyim No.33 E
Kel.Sumahilang, Pekanbaru
JI.Kaharudin Nasution, Simpang Tiga,
Kota Pekanbaru.

JI.Arifin Ahmad, Blok A-1V
Kel.Sidomulyo Timur, Kota Pekabaru.

Per.Bukit Raya, Harapan Raya, JI.Gunung

Papandayan, Gg. Jati Il

Sumber : Dinas Penanaman-Maodal ‘Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Pekanbaru, Tahun 2019.

10 | PT. Azizah Anuggrah Wisata

11 | PT. Maharatu Perdana Mandiri

12 | PT. Hamka Giant. Tour & Travel

13 | PT. Arrisalah Bina Insani Tour

14 | PT. Cahaya Hati Wisata Religi

Sesuai dengan data yang ada diatas, jumlah travel agency yang ada
dipekanbaru dan merupakan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah resmi
ada sebanyak 14 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan kaitannya dalam
penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yang berfocus kepada proses
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap masing-
masing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang ada di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana“upaya yang dilakukan oleh Kementrian
Agama Wilayah Kota Pekanbaru terhadap operasional Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah di 'Keta Pekanbaru, maka penulis akan melakukan wawancara
dengan perwakilan dari Kementrian Agama Wilayah Pekanbaru yaitu Bapak H.
Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementrian
Agama Wilayah Kota Pekanbaru, adapun keterangan yang beliau berikan terkait
proses pengawasan PPIU Di Kota Pekanbaru yaitu:

“Benar, pengawasan terhadap PPIU merupakan ranah dari Kementrian

Agama, upaya-upaya yang dilakukan tentunya monitoring rutin yang

kita lakukan, komunikasi yang dijalin, koordinasi dan tentunya Kita

sangat membutuhkan kerja sama dari masyarakat, upaya yang utama
tentunya apabila ada laporan yang masuk, jika nantinya laporan-

laporan sudah masuk, maka kita bisa melakukan tindakan sesuai
dengan laporan tersebut, karna pada dasarnya akan sangat susah
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melakukan tindakan pengawasan secara langsung apabila memang
tidak ada indikasi kesalahan, jatunya kita nanti berprasangka buruk
saja, dan pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah juga tidak
akan nyaman apabila diawasi secara Spartan seperti itu, akan merusak
bisnis mereka nantinya” (Wawancara tanggal 25 September 2019,
Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah
Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Hasil wawancara yang penulis paparka diatas memberikan keterangan
bawah pengawasan terhadap Penyelenggara -Perjalanan Ibadah Umrah di Kota
Pekanbaru memang menjadi wewenang atau tupoksi dari Kementrian Agama
Wilayah Pekanbaru, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan
yang muncul pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah -Umrah yang ada di Kota
Pekanbaru dalam beberapa waktu terakhir ini, maka penulis akan menyajikan
hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada
bidang Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru:

“lya, dalam beberapa tahun kebelakang ini memang sangat di
hebohkan dengan permasalahan: penipuan yang . dilakukan oleh
beberapa oknum biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, tetapi
masalah itu sudah ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi
Provinsi Riau, dan sudah ada vonis yang dijatuhkan, hal ini tentu jadi
cambuk juga buat kita untuk lebih jeli melihat kondisi dilapangan,
mana saja biro .perjalanan yang memang serius menangani atau
mengelola bisnis Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ini, saat ini
kita juga selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian agar
melakukan penanganan yang cepat apabila ada indikasi laporan yang
diberikan masyarakat terkait dengan permasalahan Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah di Pekanbaru” (Wawancara tanggal 25
September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan
Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kementrian
agama untuk meminimalisir permasalahan terkait dengan penipuan Yyang
dilakukan oleh oknum-oknum Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di

Kota Pekanbaru, penulis juga akan menyajikan hasil wawancaranya dibawah ini:
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“Upaya yang dilakukan tentunya selalu memberikan sosialisasi atau
himbauan kepada masyarakat, agar selalu waspada dan lebih berhati-
hati lagi apabila ingin melakukan kerja sama dengan pihak Ketiga,
atau Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, apabila memang
benar-benar ragu, masyarakat dapat mendatangi kantor Kementrian
Agama wilayah Kota Pekanbaru untuk meminta referensi Biro
Agency mana saja yang.memang secara resmi dan-bisa dipercaya di
Kota Pekanbaru, sebenarnya yang jadi masalah selama ini adalah,
masyarakat terlalu percaya terhadap agency-agency swasta yang
mereka pilih, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, hal inilah
yang harus dihindari dimasa yang akan.datang” (Wawancara tanggal
25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, BapaksH.Pujianto, Staf Urusan
Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)

Berkaitan dengan hasil wawancara diatas, Kementrian  Agama Kantor
Wilayah Kota Pekanbaru juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan juga
memperkuat regulasi pendaftaran calon jamaah, dimana keterangan lengkap dari
wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf
pada bidang Urusan Haji dan Umrah Kementrian. Agama Wilayah Kota
Pekanbaru yang-menyampaikan keterangan sebagai berikut:

“Kebijakan yang kita upayakan untuk mengurangi tindak kecurangan
atau penipuan yang berkaitan dengan proses pendaftaran calon jamaah
haji/umrah tentunya sesuai dengan regulasi yang ada pada Peratura
Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dimana diatanranya adalah
pengelolaan PPIU berbasis Syariah, tidak boleh lagi ada PPIU yang
melakukan penjualan paket umrah dengan sistem Investasi Ponzi,
yaitu dengan mengajak.calon jamaah lain untuk bergabung, atau bisa
dikatakan mirip dengan sistem MLM (Multi Level Marketing), yang
mana dengan cara ini, akan sangat merugikan calon jamaah, karna
sistem marketingnya akan menggunakan sistem gali lubang tutup
lubang untuk menutupi biaya operasional, selanjutnya upaya yang
dilakukan adalah memperketat izin dari Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU), setiap perusahaan PPIU akan selalu dipantau
melalui kesehatan financial perusahaan, kasus hukum yang ada di
dalam manajemen perusahana, pembayaran pajak perusahaan,
sertifikasi perusahaan, serta bagian-bagian lain yang di anggap perlu,
dan proses lainnya yang dilakukan untuk menghindari kecurangan
adalah dengan mengatur mekanisme pendaftaran para calon jamaah,
dimana saat ini akan diberlakukan sistem pendaftaran berbasis
elektronik dan laporan elektronik, dengan sistem pembatasan
keberangkatan paling lama enam bulan dan tiga bulan setelah
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pelunasan biaya oleh calon jamaah. Tentunya upaya-upaya yang kita
lakukan ini  merupakan instruksi yang di perintahkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia, kita sebagai Kantor Wilayah
hanya menjalankan tugas yang memang telah di tetapkan oleh Kantor
Pusat”. (Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib,
Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama
Wilayah Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak
H.Pujianto, Staf Urusan Haji. dan \Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota
Pekanbaru tanggal 25 “September 2019, Pukul 10.30°Wib, diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengawasi proses
keberangkatan calon jamaah haji melalui agen biro perjalanan (pihak ke 3) adalah
dengan menciptakan regulasi-regulasi baru yang dianggap mampu memperkecil
ruang gerak biro nakal untuk melakukan penipuan terhadap calon jamaah umrah.

Peluang bisnis untuk menyelenggarakan ibadah umrah sangat menarik
karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam,.animo penduduk
Indonesia untuk melaksanakan ibadah "‘umrah juga besar karena untuk dapat
melaksanakan rukun Islam kelima, dibalik permasalahan yang berkaitan dengan
antrian yang sangat panjang untuk melakukan ibadah haji, dengan demikian maka
ibadah umrah menjadi primadona bagi masyarakat yang memang sudah memiliki
tingkat perekonomian yang cukup.

Menariknya bisnis penyelenggaraan umrah dimanfaatkan oleh banyak
pihak untuk mendirikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),
Ironisnya, tidak semua biro perjalanan umrah menjalankan bisnisnya dengan baik,
dari beberapa permasalahan yang telah dibahas pada penelitian ini, ada kasus yang
memang telah terbukti melakukan kecurangan terhadap calon jamaah haji yang

merupakan klien dari biro perjalanan tersebut, dengan demikian jika dipandang
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dari aspek hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan
kepada agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan
penipuan, hal ini karena dinilai telah melakukan kesalahan, Kesalahan merupakan
hal yang sangat_penting untuk..mempidana.seseorang karena di dalam hukum
pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)”.

Terkait dengan hal ini, ada; beberapa kesalahan atau tindak pidana yang
diduga telah-dilakukan oleh agen biro perjalanan selama ini, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2. Tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).

3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Hal
ini dikarenakan beberapa kasus yang terjadi selama ini, diduga
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).meggunakan dana
calon jamaah haji yang menjadi kliennya untuk keperluan pembelian
aset-aset perusahaan dan juga aset pribadi dari pemilik perusahaan
biro perjalanan wisata tersebut.

Dari aspek administratif, pertanggungjawaban administratif bisa dikenakan
kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) karena telah melakukan
pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. Penyelenggara
Perjalanan lIbadah Umrah (PPIU) dapat dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan ijin operasional oleh Kementrian Republik Indonesia. Dengan adanya
pencabutan izin tersebut, maka Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
yang melakukan penipuan tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi

dengan perusahaan yang dimilikinya.

67



Untuk memastikan permasalahan terkait dengan pemberian sanksi
ternadap Perusahaan atau Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
yang terbukti melakukan pelanggaran, maka penulis juga melakukan wawancara
dengan Bapak H.-Pujianto,yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan
Umrah Kementrian. Agama Wilayah Kota Pekanbaru yang menyampaikan
keterangan terkait pemberian sanksi-kepada PPIU sebagai berikut:

“Benar, untuk sanksi perizinan itu menjadi ranah kita, dimana proses
pencabutan izin ini juga memiliki beberapa macam jenisnya, ada yang
memang izin usaha nya di cabut langsung, ada yang dilakukan secara
perlahan dan dilihat perkembangannya, contohnya saja, izin usaha nya
di tinjauh lagi perpanjangannya, dan ada juga yang memang tidak
diperpanjang izin usahanya, beberapa kategori penilaian untuk
pemberian sanksi juga bermacam-macam, mulai dari-penilaian dari
performa perusahaan selama ini, akreditasi perusahaan, dan ketaatan
perusahaan terhadap aturan yang berlaku, dan jumlah izin usaha yang
sudah dicabut itu sampai tahun ini sudah mencapai puluhan usaha”.
(Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak
H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah
Kota Pekanbaru)

Terkait dengan keterangan’yang-diberikan oleh perwakilan Kementrian
Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru diatas, maka penulis akan
melengkapinya dengan menyajikan data yang berkaitan dengan jumlah Agen/Biro
Penyelenggara Perjalanan  Ibadah’ Umrah (PPIU) yang dikenakan sanksi oleh
Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana diantaranya adalah:

Tabel 111.2
Laporan Data Di Kementrian Agama Terkait Travel Agency Bermasalah

o | hamaageny el i T
1 | PT. Mediterrania Travel 2015 (Pencabutan Izin Langsung)
2 | PT. Mustagbal Lima 2015 (Pencabutan Izin Langsung)
3 | PT. Ronalditya 2015 (Pencabutan Izin Langsung)
4 | PT. Kopindo Wisata 2015 (Pencabutan lIzin Langsung)
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5 | PT. Timur Sarana Tour & Travel

2016 (Pencabutan Izin Langsung)

6 | PT. Diva Sakinah

2016 (Pencabutan lIzin Langsung)

7 | PT. Hikmah Sakti Perdana

2016 (Pencabutan lIzin Langsung)

Travel.

PT. First Anugerah Karya Wisata / First

2017 (Pencabutan Izin Langsung)

PT. Biro Perjalanan Wisata AlL-
Utsmaniyah Tour/ Hanien Tour

2017 (Pencabutan izin Langsung)

10 | PT. Interculture Tourindo

2018 (Pencabutan Izin Langsung)

PT. Amanah Bersama Umat Atau

11 Abu Tour & Travel

2018 (Pencabutan Izin Langsung)

12 | PT. Solusi Balad l=umampah / SBL

2018 (Pencabutan lzin Langsung)

13 | PT. Mustagbal Wisata Prima

2018 (Pencabutan 1zin Langsung)

14 | PT. Penta Wisata Tour & Travel

2019 (Pencabutan lIzin Langsung)

Sumber : Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, Tahun 2019.

Sementara itu, pencabutan izin dengan cara tidak memperpanjang masa

perizinan terhadap biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang

selama ini pernah diberlakukan baik berdasarkan penilaian akreditasi ataupun

berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap.kinerja perusahaan,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 111.3
Laporan Data Di Kementrian Agama Terkait Travel Agency Bermasalah
No Nama Agency Keterangan
1 | PT. Cultudaya Utama
2 | PT. Hulisagdah Pencabutan izin pada tahun 2015
- berdasarkan penilaian akredinasi
3 PT. Maccadina yang buruk.
4 | PT. Gema Arofah
5 | PT. Wisata Pesona Nugraha -
g Pencabutan izin pada tahun 2016
6 | PT. Assuryaniyah Cipta Prima berdasarkan penilaian akredinasi
7 | PT. Maulana yang buruk.
Pencabutan izin pada tahun 2015
8 | PT. Hodhod Azza Amira Wisata berdasarkan penilaian akredinasi
yang buruk.
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9 | PT. AL-Maha Tour & Travel

10 | PT. Assifa Mandiri Wisata

Tidak diperpanjang izin usaha
berdasarkan hasil pengawasan dan
pengendalian kinerja perusahaan
pada tahun 2017

11 | PT. Raudah Kharisma Wisata

12 | PT. Habab-Kharisma Wisata

13 | PT. Habab AL-Hannaya Tour & Travel

14 | PT. Erni Pancarajati

Sumber : Kementrian Agama Kantor Wilayah Kota Pekanbaru, Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dan dari data yang penulis dapatkan
dari Kementrian Agama Republik Indonesia kantor wilayah Kota Pekanbaru,
terdapat nama. Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang
menjalankan usahanya di Kota Pekanbaru, PPIU tersebut adalah PT. Amanah
Bersama Umat Atau Abu Tour & Travel dan PT. Penta Wisata Tour & Travel,
hal ini tentu selaras dengan pembahasan yang telah penulis sajikan pada halaman
sebelumnya, yang mana kedua perusahaan Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) tersebut telah melakukan tindakan penipuan atau kecurangan
terhadap calon jamaah haji yang menjadi klien mereka.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan diatas, dapat diambil
kesimpulan bahwa tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru melalui Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah
Kota Pekanbaru terhadap penerbitan perizianan terhadap Biro Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah dengan meningkatkan persyaratan dan
proses verifikasi terhadap calon usaha yang akan bergerak dibidang Biro
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), hal ini di ikuti dengan proses

pengawasan dan sistem kerja yang semakin di moderenisasi dengan menggunakan
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sistem pelaporan elektronik sebagai salah satu upaya agar lebih mudah melakukan
pemantauan terhadap Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang
telah mendapatkan izin usaha tersebut.

C. Faktor penghambat yang. dialami_oleh Kementrian Agama Kantor

Wilayah Kota Pekanbaru dalam proses pemberian izin. Penyelenggara
Perjalanan Ihadah Umrah (PPIU).

Dalam upaya menjalankan: kebijakan yang selama ini dilakukan oleh
Kementrian.”/Agama Republik Indonesia terhadap “perizinan+Penyelenggaran
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) khususnya. dalam pengawasan terhadap
operational masing-masing biro perjalanan, tentunya ada hambatan-hambatan
yang dialami oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, khususnya Kantor
Wilayah Kota Pekanbaru, dan bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang
telah penulis susun pada BAB ini, maka penulis akan menyajikan pembahasan
terkait dengan hambatan yang dialami, untuk mendapatkan jawaban yang paling
relevan dalam masalah ini, maka hasil ‘penelitian akan disajikan dalam bentuk
wawancara langsung dari narasumber / key informan yang memang mengetahui
prosesnya dilapangan, dan adapun informan yang penulis wawancarai adalah
Bapak H. Pujianto, yang menjabat staf pada bidang Urusan Haji dan Umrah
Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru, dimana keterangan yang beliau
berikan terkait dengan kendala-kendala dalam menerapkan kebijakan pengeluaran
perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) adalah sebagai berikut:

“Hambatan yang dihadapi tentunya perkembangan dilapangan, kalau

saat mengeluarkan izin, itu tidak ada hambatan, semuanya bisa

berjalan dengan baik, persyaratan dilengkapi, tetapi perkembangan

dilapangan setelah operasional berjalan, barulah timbul masalah-
masalah yang seing terjadi, dimana masalah yang timbul itu sangat
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beragam, misalnya seperti, masalah pemberangkatan calon jamaah
umrah yang berantakan, baik setelah sampai dimadinah, ataupun
pemulangan ke tanah air, masalah penundaan keberangkatan yang
dilakukan oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah  Umrah,
Penambahan biaya secara tiba-tiba oleh pihak Penyelenggaran
Perjalanan lbadah. Umrah, hingga pembatalan, keberangkatan yang
dilakukan.« oleh™ Penyelenggaran ..Perjalanan  ‘lbadah Umrah”.
(Wawancara tanggal 25 September 2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak
H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan Umrah Kementrian Agama Wilayah
Kota Pekanbaru)

Hambatan yang.dialami oleh Kementrian/Agama Republik Indonesia
dalam menangani permasalahan perizinan dari Penyelenggaran Perjalanan Ibadah
Umrah ini tentunya timbul pada saat proses operational dilapangan dilakukan,
seperti yang telah disampaikan diatas, permasalahan umum yang dilakukan adalah
ketidak siapan dari Penyelenggaran Perjalanan lbadah Umrah untuk melakukan
mekanisme pemberangkatan calon jamaah ke tanah suci, selain dari pada itu,
masalah yang lain juga menjadi hambatan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh
Kementrian Agama Republik ‘Indonesta,khususnya Kantor Wilayah Kota
Pekanbaru, dimana hambatan-hambatan lainnya adalah sebagai berikut:

“Diluar dr taknis pemberangkatan calon jamaah umrah, masalah lain
yang biasanya ‘muncul dilapangan dan ‘menyebabkan masalah
dikemudian hari“adalah sistem pemasalahan dari masing-masing
agen/biro Penyelenggaran-Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sering
kali para Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah melakukan promo
keberangkatan yang mana perang harga pun terjadi, dan masyarakat
akan berlomba-lomba mencari promo keberangkatan yang paling
murah, hal ini berdampak kepada si perusahaan itu sendiri, ketika
masyarakat yang mendaftar berjumlah banyak, pihak penyelenggara
akan mengalami kesulitan menanganiya dan juga beresiko kekurangan
pendanaan yang disebabkan oleh promo harga murah diawal tadi,
masalah inilah yang sering terjadi kepada agen-agen Penyelenggaran
Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah ditangani selama ini,
promo yang gila-gilaan mengakibatkan kerusakan pada manajemen
keuangan perusahaan mereka”. (Wawancara tanggal 25 September
2019, Pukul 10.30 Wib, Bapak H.Pujianto, Staf Urusan Haji dan
Umrah Kementrian Agama Wilayah Kota Pekanbaru)
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Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk wawancara
diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan kendala yang

dihadapi olenh Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Pekanbaru

awal melakukan proses kesepakatan kepada biro perjalanannya.

3. Seringnya terjadi perang harga antara Penyelenggaran Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU), biasanya perang harga dilakukan dengan
mengadakan promo-promo harga murah yang tidak masuk akal, hal
ini berakibat kepada keuangan perusahaan yang tidak kuat menopang

biaya keberangkatan dan terjadikan permasalahan pembatalan

keberangkatan secara sepihak oleh PPIU.
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

[
kan pada Peraturan

U

‘ a
S
a
J
la

asasi manusia;

Pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta
notaris perseroan terbatas merupakan warga negara indonesia
yang beragama islam;

Pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang
dikenai sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah;

Memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan dengan surat

keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan
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melampirkan bukti kepemilikan atau sewa menyewa paling
singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau
legalisasi dari notaris;

Memiliki tanda daftar usaha pariwisata;

Telah beroperasi._paling singkat 2 (dua)..tahun sebagai biro
perjalanan wisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha;
Memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori
biro perjalananwisata yang 'masih berlaku;

Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan
ibadah umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia,
manajemen, serta sarana dan prasarana;

Memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan
telah diaudit akuntan publik "yang terdaftar di kementerian
keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;

Melampirkan surat. keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok
wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
Memiliki surat rekomendasi asli.dari kantor wilayah dengan masa
berlaku 3 (tiga) bulan; dan

Menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/ bank garansi atas
nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah
dan/atau_bank umum nasional yang memiliki layanan syariah
dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.

Izin operasional sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan
Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam bentuk
deposito/bank garansi ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Kota

Pekanbaru Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Penyelenggara

Perjalanan Ibadah Umrah adalah dengan meningkatkan persyaratan
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dan proses verifikasi terhadap calon usaha yang akan bergerak

dibidang Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, hal ini di ikuti

dengan proses pengawasan dan sistem kerja yang semakin di

Agama Kantor

Penyelenggara

terkait  dengan

keberangkatan dari menuju ke Arab Saudi, atau
keberangakatan kepulangan ke tanah air Indonesia, penundaan
keberangkatan, hingga pembatalan keberangkatan yang dilakukan
sepihak oleh Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah. (2)
Penambahan biaya secara tiba-tiba yang dilakukan oleh

Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah, yang mana hal ini tentu

saja memberatkan calon jamaah umrah, hal ini muncul karena calon
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jamaah tidak mendapatkan kepastian hukum atau perjanjian disaat

awal melakukan proses kesepakatan kepada biro perjalanannya. (3)

Seringnya terjadi perang harga antara Penyelenggaran Perjalanan

calon jamaah yang akan diberangkatkan, karna semakin banyak biro
perjalanan wisata, maka semakin besar peluang pelanggaran yang

dilakukan dalam upaya persaingan bisnis dan keuntungan.

. Untuk Penyelenggaran Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tentunya

disesuaikan dengan kuota yang diperkirakan dimasing-masing

daerahnya, khususnya Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru itu sendiri,
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serta penetapan harga yang diberikan batas terendah dengan jaminan
yang didapat oleh masyarakat sabagai calon nasabah.
3. Saran yang penulis berikan kepada masyarakat adalah, agar

iro Penyelenggaran
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